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INTISARI 

Persoalan mu’amalah, khususnya tentang peralihan hak atas tanah 
adalah persoalan yang amat sedikit dipahami dan dikaji secara serius oleh 
kalangan umat Islam. Ada anggapan bahwa persoalan mu’amalah 
hanyalah masalah duniawiyah yang sama sekali tidak terkait dengan nilai-
nilai ketuhanan. Padahal umat Islam secara keseluruhan berkewajiban 
mengetahui masalah-masalah yang terkait dengan kewajiban dirinya 
kepada Allah, keluarga, dan masyarakat. 

 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif  

dengan pendekatan normatif analisis perbandingan hukum. Data yang 
digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan 
studi pustaka data sekunder yang meliputi sumber primer, sumber 
sekunder, dan sumber tersier. Hasil pengumpulan data tersebut dianalisis 
secara kualitatif dengan analisis perbandingan hukum. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Sebab-sebab peralihan hak 

atas tanah dalam Hukum Islam dapat terjadi, diantaranya melalui dua 
cara, yaitu: (1) peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan 
dari pewaris yang meninggal dunia; (2) suatu akad (transaksi) yang 
dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, seseorang dengan badan 
hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum. Dalam transaksi-
transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, Ijab dan qabul perlu 
diungkapkan secara jelas. Adapun transaksi yang sifatnya mengikat salah 
satu pihak, cukup dengan ijab saja. 2) Perbandingan peralihan hak atas 
tanah yang meliputi; unsur-unsur, syarat-syarat, subyek, obyek, dan 
hubungan hukum memberikan gambaran bahwa dalam kedua lingkungan 
hukum (HTN dan HI) terdapat persamaan. Perbedaan yang terdapat 
dalam perbandingan tersebut bukan pada hal-hal yang bersifat prinsipil. 
Perbedaan tampak pada sistem pewarisan dalam kedua hukum tersebut. 
Jika dibandingkan dengan Hukum Tanah Nasional, Hukum Islam 
memberikan ketentuan mengenai peralihan hak atas tanah secara lebih 
rinci dan detail. 

 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peralihan hak 

atas tanah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak kepemilikan 
yang disyari’atkan Islam. Perbandingan peralihan hak atas tanah 
menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah dalam Hukum Tanah 
Nasional selaras dengan peralihan hak atas tanah dalam Hukum Islam. 
Penelitian ini merupakan tahap awal dari perbandingan hukum antara 
Hukum Tanah Nasional dengan Hukum Islam mengenai peralihan hak 
atas tanah, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan penelitian lanjutan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah 

yang sangat luas. Masyarakat Indonesia sangat majemuk dengan 

keanekaragaman etnis, suku bangsa, adat istiadat, dan bahasa 

daerah. Agama yang dianut masyarakat juga berbilang. 

Keanekaragaman tersebut dirangkai dalam bentuk Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang tercermin dalam 

Bhineka Tunggal Ika. Negara Kesatuan Republik Indonesia disatukan 

dalam satu konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.  

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum 

rumusan Pancasila yang diakui sebagai dasar negara. Sila pertama 

Pancasila berbunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sila pertama ini 

meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya (Kaelan, 1987: 31). Nilai-

nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila harus diwujudkan 

dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam 

bidang hukum, pembangunan Hukum Nasional Indonesia harus 

mewujudkan penjelmaan kelima sila Pancasila.  

Sila pertama Pancasila dan Bab XI UUD 1945 yang berjudul 

“Agama”, menjadi dasar yuridis konstitusional keterkaitan agama 

dengan negara (Ahmad Sukardja, 1995: 145). Hal ini tidak berarti 
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negara identik dengan agama tertentu, meskipun sebagian besar 

penduduk beragama Islam. Namun demikian, negara bertanggung 

jawab terhadap eksistensi kehidupan beragama setiap pemeluk 

agama. Keterkaitan agama dengan negara terlihat dari adanya 

pengaruh nilai-nilai moral (agama) dalam sendi-sendi kehidupan 

berbangsa dan bernegara.  

Dalam tataran hukum, nilai-nilai moral (agama) secara 

substansial telah diserap dalam pembangunan Hukum Nasional. 

Hukum Nasional Indonesia dibangun oleh kumpulan norma-norma 

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kumpulan norma 

tersebut berasal dari unsur-unsur Hukum Adat, Hukum Barat, dan 

Hukum Islam (Amrullah Ahmad, 1996 dalam Abdul Halim Barkatullah 

dan Teguh Prasetyo, 2006: 67). Demikian juga yang terjadi dalam 

pembangunan Hukum Tanah Nasional.  

Budi Harsono, (2005: 228) merumuskan bahwa “Konsepsi Hukum 

Tanah Nasional adalah komunalistik religius”. Artinya ada unsur 

kebersamaan ‘sosial’ dan unsur ke-Tuhanan ‘transendental’. Suasana 

religius dinyatakan dalam konsiderans/berpendapat  dan Pasal 5 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), bahwa dalam membangun 

Hukum Tanah Nasional tidak mengabaikan unsur-unsur yang 

bersandar pada hukum agama. 

Suasana keagamaan juga tampak dalam Pasal 14 dan 49 

Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Pasal 14 ayat (1), Pemerintah 
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membuat rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan 

penggunaan tanah untuk keperluan peribadatan dan keperluan-

keperluan suci lainnya. Dalam Pasal 49 ditentukan, bahwa hak milik 

tanah badan-badan keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. 

Hukum Islam sebagai norma yang hidup dalam masyarakat 

merupakan ketentuan yang berasal dari ajaran agama Islam. Ajaran 

Islam berlaku bagi seluruh umat Islam dimanapun berada. Hukum 

(ketentuan) yang berasal dari agama merupakan suatu keharusan (das 

sollen) untuk ditaati. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Sayuti 

Thalib (1982, dalam Ichtijanto 1994:133) dalam teori reception a 

contrario yang menyatakan bahwa “Bagi orang Islam berlaku hukum 

Islam, hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-

cita batin dan moralnya. Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau 

tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.” 

Salah satu karakteristik Islam adalah syumul (universal). Hasan 

al-Banna (dalam Yusuf al-Qardhawi, 1996: 117) mengungkapkan, 

bahwa jangkauan syumul dalam risalah Islam adalah ‘Risalah yang 

panjang terbentang sehingga meliputi (mencakup) semua abad 

sepanjang zaman, terhampar luas sehingga meliputi semua cakrawala 

umat, dan begitu mendalam (mendetail) sehingga memuat urusan-

urusan dunia dan akhirat.’ Dalam semua fase kehidupan, ajaran Islam 

telah memberikan arahan, ketentuan, dan ketetapan dalam syari’at-

Nya.  
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Islam merupakan risalah bagi manusia pada semua aspek 

kehidupan dan segala aktivitas kehidupannya. Islam telah mengatur 

dan memberikan tuntunan pada semua aspek kehidupan manusia, 

menurut Yusuf al-Qardhawi (1996: 123), itulah yang disebut dengan 

dimensi syumul ajaran Islam. Dapat dikatakan bahwa, Islam tidak 

membiarkan manusia berjalan sendiri dalam menjalani kehidupannya 

tanpa adanya petunjuk (hidayah) Allah Ta’ala. 

Di bidang pertanahan, Islam telah memberikan pengaturan dan 

ketentuan mengenai peristiwa dan perbuatan hukum terhadap tanah. 

Dalam Hukum Islam, peristiwa dan perbuatan hukum tersebut yang 

menyebabkan beralihnya hak termasuk dalam ruang lingkup Hukum 

Privat. M. Idris Ramulyo (2004a: xi) menyatakan bahwa, “Asas-asas 

Hukum Islam mencakup juga tentang mu’amalah, dimana mu’amalah 

meliputi Hukum Publik, Hukum Privat, dan Hukum Formil.” Dengan 

demikian, beralihnya hak atas tanah yang disebabkan peristiwa hukum 

dan perbuatan hukum termasuk dalam ruang lingkup mu’amalah. 

Persoalan mu’amalah, khususnya tentang peralihan hak atas 

tanah adalah persoalan yang amat sedikit dipahami dan dikaji secara 

serius oleh kalangan umat Islam. Ada anggapan bahwa persoalan 

mu’amalah hanyalah masalah duniawiyah yang sama sekali tidak 

terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Padahal umat Islam secara 

keseluruhan berkewajiban mengetahui masalah-masalah yang terkait 

dengan kewajiban dirinya kepada Allah, keluarga, dan masyarakat. 
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Suatu hal yang penting bagi setiap muslim dewasa (mukallaf) 

adalah mengetahui kewajiban dan memprioritaskan amal dalam ber-

mu’amalah, khususnya peralihan hak atas tanah. Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan adalah melalui penelitian Hukum Islam mengenai 

peralihan hak atas tanah secara komprehensif. Dari penelitian ini, 

diharapkan dapat menjadi sumbangan untuk memahami peralihan hak 

atas tanah dalam Hukum Islam secara integral.  

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Peralihan Hak Atas Tanah di 

Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”. 

B. Perumusan Masalah 

Pembangunan Hukum Tanah Nasional (HTN) harus mewujudkan 

penjelmaan nilai-nilai dari kelima sila Pancasila. Hukum Tanah 

Nasional yang tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada 

hukum agama, sesuai dengan sila pertama Pancasila. Penjabaran dari 

nilai-nilai tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang 

Pokok Agraria.  

Hukum Islam (HI) sebagai hukum yang bersumber pada agama, 

mempunyai daya ikat yang kuat. Agama Islam dianut dan diyakini oleh 

mayoritas penduduk Indonesia. Hal ini membuka peluang 

dikembangkannya Hukum Islam dalam segala aspek kehidupan 

masyarakat.  
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Arah Kebijakan Hukum Garis-Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) 1999-2004 menggariskan pengembangan budaya hukum di 

semua lapisan masyarakat diarahkan untuk terciptanya kesadaran dan 

kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran dan kepatuhan hukum 

masyarakat terutama yang beragama Islam tidak bisa dilepaskan dari 

Hukum Islam. Namun kesadaran dan pemahaman masyarakat 

terhadap Hukum Islam belum mendalam, khususnya dalam ruang 

lingkup mua’malah mengenai peralihan hak atas tanah.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Peralihan Hak Atas Tanah dalam Hukum Islam? 

2. Bagaimanakah perbandingan hukum antara Hukum Tanah 

Nasional dan Hukum Islam tentang peralihan hak atas tanah? 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum tanah 

mengenai hak-hak penguasaan atas tanah, khususnya peralihan hak 

atas tanah. Untuk itu, penulis melakukan pembatasan dalam 

penelitian, agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, rinci, jelas dan 

sistematis. Pembatasan penelitian dilakukan pada hal-hal berikut ini: 

1. Kajian perbandingan peralihan hak atas tanah difokuskan pada hal-

hal yang mencakup unsur-unsur, syarat-syarat, subyek, obyek, dan 

hubungan hukum. 
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2. Penelitian terhadap peralihan hak atas tanah dalam Hukum Islam 

tidak bersandar pada salah satu madzhab tertentu, karena 

keberadaan madzhab dalam Hukum Islam merupakan kekayaan 

pemikiran hukum dan keyakinan. 

3. Penelitian diarahkan pada kajian pustaka Islam. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci, jelas dan sistematis 

peralihan hak atas tanah dalam Hukum Islam 

b. Mengetahui persamaan dan perbedaan (deskriptif comparative 

law) dari perbandingan hukum antara Hukum Tanah Nasional 

dengan Hukum Islam tentang peralihan hak atas tanah.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai upaya pengembangan wawasan dan pemahaman 

peralihan hak atas tanah dalam Hukum Islam dan peningkatan 

ketrampilan menulis karya ilmiah. 

b. Sebagai referensi bagi penelitian lanjutan dan sumbangan 

pengetahuan di bidang Hukum Tanah Nasional khususnya 

perbandingan hukum mengenai peralihan hak atas tanah. 
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BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Menurut Hukum Islam, peralihan hak atas tanah adalah suatu 

pemindahan hak atas tanah dari seseorang kepada orang/pihak 

lain yang dilakukan dengan cara dan prosedur yang ditetapkan oleh 

syara’. Peralihan hak atas tanah merupakan salah satu cara untuk 

memperoleh hak kepemilikan yang disyari’atkan Islam. Sebab-

sebab peralihan hak atas tanah dalam Hukum Islam dapat terjadi 

melalui dua cara, yaitu: 

a. Peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari 

pewaris yang meninggal dunia. Dalam Hukum Tanah Nasional, 

hal ini dinamakan dengan peristiwa hukum yang menyebabkan 

peralihan hak dengan sendirinya menurut hukum; 

b. Akad (transaksi) yang dilakukan oleh seseorang dengan orang 

lain, atau badan hukum, seperti jual-beli, hibah, dan wakaf. Hal 

ini dalam Hukum Tanah Nasional disebut sebagai perbuatan 

hukum yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peralihan hak atas 

tanah dalam Hukum Tanah Nasional selaras dengan peralihan hak 

atas tanah dalam Hukum Islam. 
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2. Menurut Hukum Tanah Nasional, bentuk-bentuk peralihan hak atas 

tanah terdiri dari jual-beli, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, 

pemasukan dalam perusahaan, penggabungan/peleburan 

perseroan/koperasi, tukar-menukar, pembagian harta bersama.  

Adapun dalam Hukum Islam, bentuk peralihan hak atas tanahnya 

terdiri dari jual-beli, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan asy-

Syirkah (perserikatan). 

Dengan demikian, pada dasarnya peralihan hak atas tanah dalam 

Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam terdapat persamaan. 

Perbedaan tampak pada sistem pewarisan yang terdapat dalam 

kedua sistem hukum tersebut.   

B. Saran 

1. Penelitian ini merupakan penelitian tahap awal mengenai 

perbandingan peralihan hak atas tanah antara Hukum Tanah 

Nasional dengan Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan melalui 

kajian pustaka Islam (studi literatur). Dengan demikian, 

dimungkinkan untuk dilakukan penelitian lanjutan, sehingga dapat 

diperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam. 

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menumbuhkan wawasan 

mengenai perbandingan hukum antara Hukum Tanah Nasional 

dengan Hukum Islam, sehingga dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan Hukum Tanah Nasional. 
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	Penulis
	INTISARI 
	Persoalan mu’amalah, khususnya tentang peralihan hak atas tanah adalah persoalan yang amat sedikit dipahami dan dikaji secara serius oleh kalangan umat Islam. Ada anggapan bahwa persoalan mu’amalah hanyalah masalah duniawiyah yang sama sekali tidak terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Padahal umat Islam secara keseluruhan berkewajiban mengetahui masalah-masalah yang terkait dengan kewajiban dirinya kepada Allah, keluarga, dan masyarakat. 
	 
	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif  dengan pendekatan normatif analisis perbandingan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka data sekunder yang meliputi sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Hasil pengumpulan data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan analisis perbandingan hukum. 
	 
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Sebab-sebab peralihan hak atas tanah dalam Hukum Islam dapat terjadi, diantaranya melalui dua cara, yaitu: (1) peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari pewaris yang meninggal dunia; (2) suatu akad (transaksi) yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum. Dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, Ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas. Adapun transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, cukup dengan ijab saja. 2) Perbandingan peralihan hak atas tanah yang meliputi; unsur-unsur, syarat-syarat, subyek, obyek, dan hubungan hukum memberikan gambaran bahwa dalam kedua lingkungan hukum (HTN dan HI) terdapat persamaan. Perbedaan yang terdapat dalam perbandingan tersebut bukan pada hal-hal yang bersifat prinsipil. Perbedaan tampak pada sistem pewarisan dalam kedua hukum tersebut. Jika dibandingkan dengan Hukum Tanah Nasional, Hukum Islam memberikan ketentuan mengenai peralihan hak atas tanah secara lebih rinci dan detail. 
	 
	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peralihan hak atas tanah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak kepemilikan yang disyari’atkan Islam. Perbandingan peralihan hak atas tanah menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional selaras dengan peralihan hak atas tanah dalam Hukum Islam. Penelitian ini merupakan tahap awal dari perbandingan hukum antara Hukum Tanah Nasional dengan Hukum Islam mengenai peralihan hak atas tanah, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan penelitian lanjutan. 
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	TRANSLITERASI  
	Transliterasi artinya mengalihaksarakan tulisan atau karangan dari satu aksara ke aksara lain; misalnya, dari aksara arab ke aksara latin. Berikut ini transliterasi huruf, madd (tanda bunyi panjang), dan tanda hubung yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini. 
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	B. Transliterasi Madd 
	Dalam bahasa Arab terdapat kata-kata yang memiliki suku kata yang harus dibaca madd (dipanjangkan). Transliterasi kata-kata semacam itu ke dalam aksara latin, ditandai dengan tanda garis di atas huruf hidup yang dibaca panjang. Tabel di bawah ini menampilkan transliterasi madd beserta contohnya.
	No.
	Huruf Madd
	Transliterasi
	Contoh 
	1.
	(
	ā
	(((((dibaca: qāla
	2.
	(
	ū
	((((((((   dibaca: yaqūlu
	3.
	(
	ī
	((((((     dibaca: qīla
	 
	C. Tanda Hubung 
	Tanda hubung ( - ) memiliki fungsi tertentu dalam menunjukkan cara membaca suatu transliterasi. Tabel di bawah ini menjelaskan fungsi tanda baca tersebut.
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	Menandai adanya partikel “((” pada suatu kata yang terletak di awal kalimat; 
	 
	Tanda hubung tidak digunakan jika partikel tersebut berada setelah kata lain; 
	 
	((((((((((((((( 
	al-hamdulillāhi 
	 
	 
	(((((((((((((((( 
	wal hamdulillāhi 
	(bukan wal-hamdulillāh) 
	 

